BUPAT] PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI FANGKAJENE TAN KEPULAUAN

-HOMOR 26  TAHUN 2020
TENTANG

PENERAPAN DEIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUMW PROTOKOL KESEHATAN,

SEBACQAT UFAYA PENCEGCAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRLS DISEASE 2019
DENGAN RAHMATTUHAN YARG MAHA ESA

BUPATL PANGEAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang . balwa dengan mewsbahnya Corona Virus Descase 2019 o

MeTigingar

tenigah  masyarakar periu  dilakukan penguatan  upaye
peneegahan dan pengetidalisn, maka dalam rangks rangka

melakeanakan Instruks! Presiden Momor 6 Tahuh 2020 tentang

Feninghatan Disiplin den Penegiian Hukum Protokol Keashatan
Pencegaban dan Pengerdalinn Coroma Virus Discgse 2019 wertn
Inatruksi Menteri Dalam Negeri Momor 4 Tahun 2020 teniang
Pedoman  Teknis Peraturan Kepela Damsh Dalam Rargka
Pererapan Displin dan Pmegalkan Hukum Protokol Kesehetan
Schagai Upaya Pencegzhan dan Pengendalian Coroma Wirua
Diwuiae 2019 maka perlu menctaplan FPeraturan  Bupati
Fangkajere dan Kepulauan terinng Penerapan Disiphn  dan
Penegadan Hukum  Protokal Keschatan Sdhagai  Upawa
Pencegnhan dan Perigendalian Corona Yirus Diseane 2019

L Undarg-Undang Nomwer 29 Tahuo 1959 tentang
Pembenmkan Damah Tingkat T di Sulawesi [Lembaran
Negara  Republic indoneaia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahen  Lembaran  MNegara  Republic Indonesis
Momor 1822):

2. UndangUndang Momor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

PerYakit Menular [Lembaran Megara Repubiik  Indonesia
Tahur 1984 Nomor 200 Tambtahan Hepubllk Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lambaran Negarg
Republik donesie Nomor 3273);

3 Undeng-Undang Nomor ¥ Tehun 2007  tentang
Penangguangan Betkana (Lembarmn MNegara Repubtik
ndonesia Tabun 2007 MNomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indopesia Nemor 3723y,

4. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 3009 tentang Kesehaten
[Lembaran Megara Republix kdonesia Tahun 2009
Momer 144, Tambahan Lenmbaran |Megara Republik
Indore sia Momar S063);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahan 200 tertang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangsn {Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), ssbageimana tslah
diubeh dengan Undang-Undang Memor 15 Tahun 2019
teptang Ferubahan Atas Undang-Undang Momor 12
Tahun 2011 temang FPembentukan Peraturan Perundarg-
Undsngan  (Lembaran Megara  Repubik  Indonesia
Tahun 2019 Nomcr 183, Tambahan Lembaren Negara
Hepubhk Indonesa Nomor 6398

Undang-Undang Nomor 23 Tamm 2014  temrang
Pemerintahan Deerah {Lembaran Negara Republik Indonesis
Tabun 2014 Nomin' 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indionesin Nomor 558 sebagaimans tdah diubah
beerapa kali, temakhir dengan Undang Undang Nanor 9
Tabun 2015 teptang Perubahan Kedua Aas Undang-Undang
Momer 2 Tahun 2014 Tentang Perocintahan Dasrah
(Lembaran Negarm Republik Idonesis Tahun 2015
Nomer 58 Tembehan Lembaran Megera Fepublik Indonesiq
Nomor 5674}

Undang-Undang Nomor 6 Tahun  201B  tentang
Kekarantinaan Kessharan (Lembaren Negere Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomo: 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indomesiz Nompr 6236}

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 wntang Penetapan

Feraturan Pemerintah FPengganti Undang-Undang Nemor 1

Tahun 2020 tentang Kebijjakan EKeuangen Negara dan
Stabilitas Sistern Keuzngar Umiuk Penatyanan Panderni
Corona Virus Diecase 2019 [COVID-1%) dam / amau dalam
rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonominr,  Nasional danfatau  Stabllitas Slstem
Kevangan menjadi Undeng-Undeng (lermbaran  Negars
Republik [ndonems Tahun 20X Nomor 87, Tamhbahon
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor £485);

Feraturar, Pemerinteh Nomor 21 Tahun 208 temtang
Fenyelenggarann Fenanggulangsn Bencana ({Lembaran
Megara Republik Indonesia Tabun 2008 HNomor 47
Tambahrn Lembaran Megrra Republic Indonesia
Nomor4828);

Feratgan Pemermah Nomor 12 Tabun 2017  tertang
Fembiilgen dan Penpawasen Pemyvelengparsan Pemerintzhan
Dacrah [Lembaran Negara Republik donesia ‘Tahune 3017
Momor 73 Tambahan Lemberan Negara Republik ndonesia
Nomor 6041);

FPeraturan Fesiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencans dan Keadaan
Tertentu [Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2018
Momor 34)

Peraturan Presider Nomor & Tahun 2020 tentang Komite
Fenenganan Corona  Virue Digease 2019 {(COVID-19)
danPemnullhan  ekonomi  Masional  (Lembaran Negare
Republik indonesia Tahun 2020 Komer 178);



[3. Persturan Menterl Dalam Negenn MNomor BO Tabum 2015
tertang Fembentukan Produk Hulum Dasrsh Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomior 2036) sehagsimana
telahi  diubah dengan Peraturan Menteri Dalam  Neged
Momor 120 Tahun 2018 teotang Pevubahan Aras Persturan
Merter! Dalam Negeri MNomor 80 Tahun 2015 tenrang
Pembentukan Produk Hukum Dmemh  [Berita Negars
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKARN :

Menetaphkun: PERATURAN BUPAT! TENTANG PENERAPAN DHUSiPLIN CAN

PENECGAKAN HUKUM PROTOKOL, BEBAGAL LIPAYA
FENCEGAHAN DAN  PENGENDALIAN CORONA  VIRUS

DISEAZE 2015
BAR |
KETENTLLAN TTMUM
Pasall

Dalam Peraturan Bupati ©i/ yang dimalsad dengan ;

1.
2.

Dasrah adsieh Kabupaten Pangkajme dan Kepulausn

Pemerintehan Daersh adelah  penyelenggarsan unsan  pemerintah gleh
pemerinteh daerah dan dewan perwakilan rakyd daerah menourat sses
otomomi dan tugas pembentukan dengan prinsip oo seluas-luassys
delam sitermn dan prinsip Negara Kesatuan Republik lhdonesin sebagaimsansa
dimakeud  dalam Undang-Undang Dasar Negara Fepublik Indonesia
Tahum 3945,

. Pemenintah Daerah adalah Bupad sthagai Unsur penyelenggara Pemerinieh

Dacrah yang memimpin pelabsanaan urusan pemerintah yeng menjndi
kewenangan darmah otonomi

. Bupati adalnh Bupan Pangkajene dan Kepulauan,
. Kepolisian adalah Kepollsian Megara Republik Indonesia Resort Pangkajere

dea Kepulauan

. Tertara Neeional hdonesia yang sslanjutmya disngkat TM adalah Terfera

Namonal Indoenessa Komande Distrik Mitier 1427 Kabupaten Fargkajer.e dan
Kepulauan.

. Kejakagar: adaleh Kejaksaan Negeri Pangkagene dan Kepulann .

8 Ferangkat Deerah adelah unsur pembantu unsur pembantu Bupad dan

10,

11.

12,

Dewan Pervakilan Rakyat Deeah Kabupaten dalam PenyvelcngRAraan Lrusan

‘pemerintahen Mng merjadi kewcnangan daerah kabupaten.
. Batuaty Polisi Pamong Prajs yang selanjumya daingkat Satpol PP Kabupsten

Pergkajene dan Kepulauan,
Dinas Pemadam Kebakeran wang sclanjumya disinigkat Dambar sdalah Dinss
Pemadam Kehakaran Kabupatern Pargkajene dan Kepulauar;

Badan Penanggulangan Bencang Daerzh vang sclanjumva disingkat BPBD
Kabupaten Pangkajene den Kepulauan,

Unas  Hessheian adakh Dinas Kesehatan Kabupaten Fangkajene dan
Kepulauan,



13.Corora Virue Desime 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-13 yang

9.

15,

16,

17.
. Badan TUsaha adelah setiop orang danfatau sekumpulan orang yang

19,

21,

22,

selanjumya disingkst COVID-19 adalah Penynlit infeksi saluran pernapasan
akibst Severe Acute Respirmtory Syndrome Virue Coroma 2 (BARS-COV.2)
yang teah menjadi pandemi global berdasarkan pepetepan dar World Healty
Crganization (WHO| dan ditetapksn sebagai Deticana mon slam nasional
berdasarker: Keputusan Pregiden Nomor 12 Tahun 2020 teniang Penetapen
Benicana Nonm Alam Perwebaran Corona Virus Deseame 2019 (COVID-I9)
sebagni Bacena MNasiconal,

Prowokel Keschatan sedalah serangkaizn anwran [/ stander kesehatan ang
ditetapkan delarn ypaya pencegahan dan penularan penvakit

Bolasi adalah pross mengurangi Teske penularan  melalui upma

memisabkan individu yng sekit, baik vang sudah dikonfirmssi laboratoriurn

atau memiliki gejala COVID-19 dengen magyarakst tuas

Perilaku Hidup Bersih dan Sehs d mesa pandemi COVID-19  yang

sclanjutnyn disebut protokol kesehatan pencegahan COVID-19 adalah
sekumpulan ‘pertlalai  yang dipraktikan atas  desar  kesadaran  untuk
mencegah lerpaparnya dinl dan linglompan seldtar dard penyebab COVID-19.
Setiap orang adalah orang perscorgngan.

merupakan kesalaan wang melkukan kegistan wsaha badl: ywang berbadan
hukum maupun yang tikdek berbadan hulogm,

Fagilitaz Umumjtempal woum yang sclapjutnys adalah  sarana
utavprasarana ofau  perlengkapan ateu  alat-elat sang  discdiakon deh
pemerintah  wng depat digunaken wuwntuk kepentingan 'beraaa dalam
melaksanalkankegiatan sehari-harl

. Ternpet olahroga adaleh sammna atay samana dshraga, baic terbuka atan

kehanyaksn delam ruangen.

Taman adalah areal yang berisikan komponen material kersas dan kmak yang
gating mendukung satu sama lainme yang sergaja dibuat oldh maou e
dalam kegutiaany a schagai tempat perwegar delam dan uer ruengan.

Tempat kerja adeish dap ruargan atay lapangan bak terbuka mtau
tertuup, bargerak maupun menctep dmana terdepar temga kerja vang
hekerja atan sering dimasuki orang bédkerja untuk kepeduan suatu ueabs,
Ipstitum ‘pendidikan adelah lembage pendidikan tinggi lembaga pelatihan,
lembaga peneiitian, lembaga pembinaan, dan lembags sejeniinya.

24, Pelaku usahs adalah seiap orang persecrangan warga negare ndonesin atau

25,

badan wmaha yang berbentuk baden hukum atau bukan badan hubum wng
didirikarn, dan herkedudukan dalam wilaweh hukum = Megara Kesatyan

Reputilik Indonesia vang melakuken kepatan usaha
Fumah ba.ah adaish bangunan veng memilid ciri-cin tertentu baik secara

‘permanen maupun tidek permanen yvarng kKhuaos dipergunekan untuk

benbadah bags ‘para pemetuk masmegmasng agama dan kepercasaan
termasyl tempat hangman yang disewa untuk berbadah keluarga.

. Pedagang kaki lma adaiah mumeng yarg melekukan Kegiatan usaha

pelagangan den jasa yang menempali tempat-tempat pragarana kots dan
paailitss umum beik yang mendapat izin darn pemerintah dasrah mavpu
yang tidak mendapat izn pemerintah daerah antars Iain badan jalan, trotoar,
saluran sir, jelor hijau, taman, bawah jermbatan penyebrangan



BARII
RUANG LINGEUP

Fasat 2

Fuang lingkup Perabman Bopati ioi edalah :
i pelaksar.Aan;

h montoring dan evaluasi,

c. mankar
d. sosia K essi dan pariisipesi dan
e endannan.
BAR 11l
PFELAKSANAAN
Bagion Kesatu
Subjek Pengaturan
Fazal 3

Subjek pengaturan ini melipud:

a. peiomangan [melakukan 4M, memekai masker, mencuci tangan, menjegs
jarak dan menghindan kerumunan):

b, pelaku waha [mMemviapkan sarana dan prasarara <M bag karyewan den
penguriung yang datang); dan

¢ pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan faailices
umlin  (menyapkan saransa dan prasaran 9M bagi karvawan dan
pengunjung yang cetang).

Bagian Hedus
Kewajban
Pasala

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajly melaksanakan den
mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :
g bag perorangan :
| menggunakan ala pelindung diri berups masksr yang menutupi
hidung dan muliut Hinges degu. jka harus keluar rumah atau
berinteraksi § kortak langsung dengan oréng lain yang tdak diketahul
- ostatus kesehataniya;
4 menwvuci tangan Secara tEratur  menggunekan sabun  dengan AT
mengalir:
3 pembatasan irteraksi fsik/kontak langsung [physical distancng); dan
4 meningkatkan dawe tahan tubuh dengan menerspkan Perilaie Hidup
Bergih dan Sehat (FHES|.

bj bagi pdeku umahe, pengeloln, penyelenggara. atau penanggungjawals
empat, acara dan fasiites Umum :
1) sopialisasi, edulcasi. dan pergmumaan bethagai media nfarmasi untuk

memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegshan dan
pengendalian COVIDL19;



4 penyediaan sarara cuci tangan paka Babun yang mudab dimkses dan
memnemuhi  standar atau  penyedaan  cairan pembersiy  tangan
fhand sardtize r):

3 wpeyn identifikasi (penapisan) dan pemantguan kesehatan bagi setian
orang yang akan bereltifiac di linglungan lena;

4 Upaya penpaturan 1age jarek minimal 1.5 [sal setengah) meter

% pembersihan dan disinfelai lingkungan secera berkala;

Gi Pernegakan kedisiplinan pada perilalu masyarakst yang  beresiko
dalzm penlaran COVID-19; dan

7) fasilitasi deteksi dni dalam penanganan kagus untuk mengantisipasi
penyebaran COVID-19;

Bagian Keiga
Tempasl dan Fagilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan inghtas umum meliputi;

Tm g RN R

j pa-

—

perkatits ran J rempat kerja, ussha dan industr:

sekelah / inatitusi pendidikan lainnya;

wempat ibadah;

terminal dan pelgbuhan:

transportast unmnimn:

wko dan panar;

apatik dan woko cbat;

warung roakan, werng Kopi rumah mskan, cafe, restoran dan  tempat
karanke;

pedagang kaki lima/lapak jajanan. lioa;

perhotelan/penginapan luin yang sejenis,

emPAL Wikala,

lnmilies pdayanan kesehatan;

area Publik, empat lsinnya yang dapal memungkinkan adanya
kerumunan dan keramaian masss; dan

ternpat dan  fawilitas umum  wng hare memperhstikan  protokol

keschetan laivnya sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
wndangan,

BARIV
MONITORING DAN EVALUASI

Panajb

(1} Bupati melakukan montoring dan evalnas! pdaksanaan Peraturan Bupati

2}

m

Pelaksanaan monioring dan evaluasi ecbagaitmana dimaksud pada ayat (1}

dilakukan olh Satuan Polsi Pamcng Prajs dan Bedan Penanggulangan
Bencana Daerah.



BAE V
SANKS!

Paxal 7

(1} Bagl perorangan pedaku uwsaha, pengelola. penvelenggama  atau
penanggungjawal terkat tempat dan fasilitas umom yenp Toclarggar
kewsjiban sehagaimana dimakeud dalem Pzes) 4 dikenakan sanksd,

(2] Sanied pelarggaran penerspan protoko kesehatan delam pencegahan dan
pengendalian COVID-19 sebagaimena dizneaksud pads aysl (1) berupa ¢

a. bagi perorangan :
1. teguran lkan atae teguran teriulis;
2. keria soslal edama 2 idua) jam
3 denda administratii sebesar RpS0. 00000 ima puluh rbu rapialy.

b bagi pdaku useha, pengelola, penyvelenpgara, Stal penangpunpjavwab
termmpat. dan fasilies umum -

1. tegnwan lean atan teguran tertulie;

2 dalam hse! 3 figa] hard sztelah tepgusn bzan amlAu  vertulis
sthagaimana dimakaud pada angka 1 tdah diberikan tetapi tidak
diimdahkan, maka skan dikeralkan dends administracf  sebagad
berikut,

a)

nansportasi urmam  eebesar Rp250000,00 {dua rmatms b
pulith ribu rupiahj;

b padagang kel limaflapak jejanan seoesar Rp250,000,00 (dua

c}
dj
o

fl
4
u
i)
3

%

ratus Hma puluh bt ruplah);

apotekt dan tcke oba dikenakan sebesar Rp250.000,00 [dua
ranm kEma pulah rbu rupiab):

perkantoran/tempat kene, usaha dan industhi  sebesar
RpS00 00000 fima mme ribo rupiahj

terminal dan pelabchan s betg Rp300.00000 (ime ratus
ribu rupiab)

swalavan, toko dan paser tradaional sebesar RpSO00 00000
(lime rabus rbu rupiahl

WArnNg maken. waring koplh rumeh makam cafe dan restomn
achesar FpS00 Q0000 lima ratus i rupiah);

ternpat wisata ssbesar RpS500.00000 (Sma ratus rbu rupiahy);
fasiliths pelayanan kesehatsn sdesar FpS00. 00000 [lima

ratus il rupiah);

arca publik. tempa lainnya yang dapar memungkinkan
adanya kerumunen mases mbesar Rp500.00000 (hma ratus
ribu rupiah) den

perhatelan/penginapan lain vang sejenid dikenekan sebesar
Rp500.000.00 fima ratus rbu rupiah)

2 Penghentien sementare cperasicnal usaha/kegiatan; dan
4, Pencabu tan 1zn usaha fkegiatan



B] Dalam hal pelakeanaan penerspan sanksi scbagaimena dwnakeud perda
wat 2} perangkst daerah berkoordnasi dengan :
a. Komande Distrik Militer 1421/ Prnghkajenc
b Hepolisinn Resort Pangkajene dan Kepulauan
. Kelua3atuanTogae Corona VimeDescas=2019

Pasal B

Sankni berupe dends sebagaimana dimaksud dalgn Pasal 7 ayat (X hurul &
dan buruf b dasetor k¢ kas daeah Kabupalen Pangkajme dan Kepulauan
sesuai dergan ketenfuan peraturan perusdang-undsogan,

Fmal 9

Pemerintah daerah dalem ‘melkukan pewegikan disiplin promkol kesehetan
& wilsysh Hobupaten Pangkajese dan Kepulauan membentuk Tim Satuan
Tugas COVID-19 segual dengan ketentuan peraturan perufidang-undangan,

BABVI
SOSIALISAS DAK 2ARTIEIPAS]

Fasal 13

[} Dinme Keschatar den Baden Penanggulangan Bencana Damah melakukan
sosialisasi teriat informasifedukani cara pencegahan den pengendalian
COVIL-19 kepads masyarakst;

@ Dalam pdaksanasn sosialieas! sebagaimans dimaksud pada ayat (1),
dengan melibatikan Forum Kormunikasi Pirpinan Decrah dan partisipesi
serta peran dan ;

A MASyarakar

perruka agams;

ickoh adat

tokch masvarakat, tokoh peiempuan, dzn tokoh pemuda;

tn Pengerak Penberdayaan Kescjahteraan Kehaarga (PHEY

perguruan bonggl dan tenaga ahli dan

unsur Masyarekat amnmea

-

=~ # A 0

BAB V1
PEND AMAAN

Fasal 11

Scgala biaye yang diperiukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati i
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bdanja Daerah den symber-
sumber lan yang sah dan tidak mengikat sesuai dngan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BaR VI
K"TENTUAN PENUTOR

Faenll 2
Peratiran Bupatt i wnilai berlakl pada tangps] diondangkan.

Agar sellap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan peraturan
Bupad mf dengan penempatannya dalam  Berkia Dasrah  Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan

Ditetaphan di Pangkagens
pada tanggal ¢ fgerea 3020
BUPATI PANCGIKAJENE AN KEPULAUAN,

%

Dwndangken & Pangksjene
pada targgal 20 Poosion R0
Ph SEKRETARIS DAEREAH KABUPATEN,

Ty, =

.-:':‘“1-.. L L
BERITA DIE/‘RAH KABUPATEN PANGKAJENE DaN KEPULAUAN TAHUN 2000
HOMOR 25



